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KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
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TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

'Menimbang

Mengingat

BUPATI WAY KANAN,

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Undang...



10.

i

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5547), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lernbar::{n
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan  Informasi dan Dokument:asi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way
Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way



Memperhatikan

12.

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
159), sebagaimang telah  diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor s
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 176);

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 47 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinag
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way
Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan
Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peubahan atas
Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 47 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way
Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor

1);

MEMUTUSKAN..,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN;

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN.

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten @Way Kanan dengan susunan
keanggotaan  sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini, ,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas
sebagai berikut:

a. Pembina:

1. Bertugas melakukan pembinaan dan
memberikan arahan dalam hal
perencanaan informasi.

2. Fungsi Pembina:

a. pembinaan terhadap pengelola
layanan informasi dan dokumentasi
dan seluruh rangkaian kegiatan

pengelolaan informasi dan
dokumentasi sesuai dengan
mekanisme yang ditentukan.

b. melakukan pembinaan terhadap
pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Way Kanan

¢. mengesahkan dan menetapkan jenis-

Jjenis informasi.



b. Pengarah:

1. Bertugas memberikan arahan kepada
Pejabat  Pengelolaan Informasi  dan
Dokumentasi Utama dan Pembantu
mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian
layanan informasi publik.

2. Fungsi Pengarah:

a.

melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap kegiatan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; dan
mengajukan usulan kebijakan dan
perencanaan program layanarl
informasi publik.

¢. Tim Pertimbangan:

1. Bertugas membahas dan memberikan
pertimbangan atas jenis informasi yang
dikecualikan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Way Kanan.

2. Fungsi Tim Pertimbangan:

a.

membahas dan memberikan
pertimbangan atas keberatan dan
penyelesaian sengketa Informasi; dan
membahas dan memberikan
pertimbangan atas berbagai persoalan
yang terkait dengan pelaksanaan
layanan informasi publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Way Kanan.

d, PPID TTtama



d.

PPID Utama bertugas:
Tugas:

1.

a.

menyusun dan melaksanakan
kebijakan informasi dan dokumentasi;
menyusun laporan pelaksanaan
kebijakan informasi dan dokumentasi;
Mengoordinasikan dan
mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID Pembantu;

menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan dan memberikan
pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada publik;

melakukan verifikasi bahan informasi
dan dokumentasi publik;

melakukan uji konsekuensi atas
informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi
dan dokumentasi;

menyediakan informasi dan
dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat;

melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh
PPID Pembantu;

melaksanakan rapat koordinasi dan
rapat kerja secara berkala dan/atau
sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan



mengesahkan informasi dan
dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu
dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan
dokumentasi; dan

membentuk Tim fasilitas penanganan
sengketa informasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Way Kanan

PPID Utama berwenang: ‘

a.

menolak memberikan informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

meminta dan memperoleh informasi
dan dokumentasi dari PPID Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;
mengoordinasikan pemberian
pelayanan informasi dan dokumentasi
dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu
informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik; dan
menugaskan PPID Pembantu
dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi.

e. PPID Pemhanti..



€. PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan
tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Utama dilakukan paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai
dengan kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi
dan dokumentasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi
layanan informasi dan dokumentasi bagi
pemohon informasi secara cepat, tepat
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan
mengompilasi bahan dan data di lingkungan
instansi  kerja masing-masing menjadi
bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan
kebijakan teknis dan pelayanan informasi
dan dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA :  Selain tugas sebagaimana dimaksud KEDUA, PPID

Pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas

untuk:

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi
kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEEMPAT
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KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM ¢ Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu g
pada tanggal |7 Deymber 2019

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.

3. Gubernur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar
Lampung.

Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

. Masing-masing yang bersangkutan.

o o



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.YsV/IV. 16-WK/HK/2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY
KANAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

B Wa Pembina

1.

2. | Wakil Bupati Way Kanan Penasehat

3. | Sekretaris Daerah Way Kanan Pengarah Selaku Atasan

4. | Asisten Pemerintahan dan Tim Pertimbangan
Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way
Kanan

S. | Asisten Perekonomian dan Tim Pertimbangan
Pembangunan Sekdakab. Way Kanan

6. | Asisten Administrasi Umum Tim Pertimbangan
Sekdakab. Way Kanan

7. | Kepala Tim Pertimbangan
Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Camat/
Lurah Se-Kabupaten Way Kanan

8. | Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Tim Pertimbangan

Kanan
9. |Kepala Dinas Komunikasi dan Pejabat Pengelola
Informatika Kabupaten Way Kanan Informasi dan

Dokumentasi Utama t
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10. | Sekretaris Pejabat Pengelola
Badan/Dinas/Kantor/Camat/Lurah Informasi dan
Se-Kabupaten Way Kanan Dokumentasi Pembantu

11. |Kabid Sarana Komunikasi dan Pejabat Pengelola

Diseminasi Informatika pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Way Kanan

Informasi dan
Dokumentasi Pembantu

12. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat
pada Dinas Komunikasi dan Pejabat Pengelola
Informatika Kabupaten Way Kanan Informasi dan

Dokumentasi

13. |Kasi Pos dan Telekomunikasi pada | Bidang Pengolahan Data
Dinas Komunikasi dan Informatika | dan Klasifikasi Informasi
Kabupaten Way Kanan

14. | Kasi Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Informasi dan
Kabupaten Way Kanan Dokumentasi

15. | Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bidang Fasilitasi
pada Bagian Hukum Setdakab. Way Sengketa Informasi
Kanan

16. | Cipta Sakti, Pelaksana pada Dinas Front Desk
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Way Kanan

17. | Hartika Febriyanti, Pelaksana pada Back Desk

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Way Kanan




